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ABSTRAK

Kekuatan pembuktian yang melekat dalam suatu alat bukti elektronik secara
yuridis-normatif dipersamakan dengan dokumen yang tertuang di atas kertas.
Penegasan ini bermakna, bahwa kekuatan pembuktian yang melekat pada alat
bukti elektronik dalam perkara perdata dapat dipersamakan dengan kekuatan
pembuktian alat bukti tertulis (surat).

Kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata
di pengadilan dari aspek yuridis-normatif telah diakui sebagai alat bukti secara
sah dan tegas dalam praktik hukum acara yang berlaku di pengadilan. Kehadiran
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai
bentuk penegasan (legitimasi), diakuinya Informasi elektronik dan/atau Dokumen
elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah secara hukum,
serta merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara
yang berlaku di Indonesia, sepanjang Informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin
keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menerangkan
suatu keadaan.
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A.

BAB 1v

PENUTUP

Kesimpulan

lah i
Setelah penulis melakukan Pembahasan serta, analisis terhadap penggunaan

alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perdata di pengadilan, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut;

1.

Kekuatan pembuktian yang melekat dalam suatu alat bukti elektronik secara
yuridis-normatif dipersamakan dengan dokumen yang tertuang di atas kertas.
Penegasan ini bermakna, bahwa kekuatan pembuktian yang melekat pada alat
bukti elektronik dalam perkara perdata dapat dipersamakan dengan kekuatan
pembuktian alat bukti tertulis (surat). Kekuatan pembuktian elektronik tidak
berlaku terhadap surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam
bentuk tertulis; dan surat beserta dokumennya yang menurut Undang-undang
harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat
pembuat akta. Terhadap kekuatan pembuktian suatu tanda tangan elektronik,
maka dapat dirumuskan bahwa melekat kekuatan yang sah seperti dengan
kedudukan tanda tangan manual. Hal ini dapat dipahami bahwa daya
kekuatan mengikat dari sebuah tanda tangan mengikat bagi pihak-pihak yang
terlibat dalam suatu urusan penandatanganan.

Kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di
pengadilan dari aspek yaridis-normatf elah diakui scbagai alat bukti secara
ﬂmepﬁkﬁkhukumachangbeﬂakudipmgndihm

Kehadiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 11 ‘Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
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clektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil

alat bukti yang sah secara hukum, serta merupakan ;rlz:n;:mﬁ
: at bukti

yang sah sesual dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjang

jnformasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tercantum di

dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat

dipertanggung jawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan

B. Saran-saran

|. Dapat memahami Kedudukan alat bukti elektronik yang muncul sebagai

E akibat penggunaan transaksi yang dilakukan secara elektronik (e-
ketentuan hukum acara

commerce), dapat diterima secara utuh dalam

perdata Indonesia secara tegas.
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